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ABSTRACT 
The implementation of 
development in Indonesia which 
aims at the field of economic 
development, so that trade activities 
become one of the economic 
development sectors, its role is 
always developed. To facilitate the 
flow of goods and services to support 
these trading activities, there is a 
need for adequate transportation 
facilities, one of which is by sea. The 
purpose of this process is to find out 
the Tariff Delivery System for 
Manpower Services in Loading and 
Unloading (TKBM) in the Port of 
Samarinda and to find out the system 
of loading and unloading personnel 
in the Port of Samarinda 
This type of research is 
normative legal research by looking 
at the law and conceptual. By using 
basic, secondary and non-legal 
materials. Then legal materials are 
processed in a deductive and 
attractive way to be more specific 
and systematically arranged. 
The results of this report are 
the loading and unloading fare 
system at the port which is regulated 
by the Minister of Transportation 
Decree No. 35 of 2007, namely the 
amount of loading and unloading 
services from and to ship. Basic 
services that are used together to 
provide services speed, speed, cost, 
speed, cost, speed, cost, speed, cost. 
The wage system for loading and 
unloading workloads in Samarinda 
must be adjusted to the appropriate 
needs of the components and stages 
determined by the Minister, can be 
realized from Law No. 13 of 2003 
concerning Manpower Article 88 
paragraph (1) that: "every worker / 
laborer has the right to increase 
which meets the proper needs of 
humans. " 
Keywords: Labor, Unloading, 
Tariffs, Service Services 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Alasan Pemilihan Judul 
Transportasi laut sebagian 
dari sistem transportasi nasional 
perlu dikembangkan dalam 
rangka mewujudkan Wawasan 
Nusantara yang mempersatukan 
seluruh wilayah Indonesia, 
termasuk lautan nusantara 
sebagai kesatuan wilayah 
nasional yang mencangkup kota 
Samarinda.  
Kamus besar bahasa 
indonesia mendefinisikan kapal 
sebagai kendaraan pengangkut 
penumpanng dan barang di laut 
(sungai dsb). Sedang didalam 
Undang-Undang tentang 
pelayaran, kapal didefinisikan 
  
kendaraan air dengan bentuk dan 
jenis tertentu, yang digerakkan 
dengan tenaga angin, tenaga 
mekanik, energi lainnya, ditarik 
atau ditunda, termasuk kendaraan 
yang berdaya dukung dinamis, 
kendaraan dibawah permukaan 
air dan bangunan terapung yang 
tidak berpindah-pindah. 
Sistem transportasi yang 
efektif dan efisien serta terpadu 
antar moda transportasi, 
merupakan hal yang penting 
untuk menciptakan pola 
distribusi nasional yang handal 
dan dinamis. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa sarana 
transportasi laut di Negara 
kepulauan seperti Indonesia telah 
menjadi tulang punggung utama 
pergerakan distribusi barang 
dalam skala besar dengan 
menggunakan kapal laut. 
Segi ekonomi dan bisnis 
penggunaan sarana transportasi 
dengan kapal laut lebih efektif 
dan besar manfaatnya. Sehingga 
dengan adanya sarana prasarana 
transportasi laut untuk 
pemindahan barang dari suatu 
tempat ke tempat lainnya, 
diharapkan akan dapat diikuti 
oleh aktifitas ekonomi 
masyarakat yang berdampak 
positif dalam peningkatan 
ekonomi suatu wilayah.1 
Sebagai salah satu 
komponen utama dalam sistem 
transportasi laut, diperlukan 
adanya peran penting dari 
pelabuhan. Pelabuhan merupakan 
                                                             
1
 http://industri.bisnis.com/read/2015
0903/98/468872/penumpang-kapal-laut-
naikpengiriman-barang-turun. Tanggal26  
Agustus 2016, Pukul  19.53 Wib 
lingkungan kerja dan tempat 
berlabuhnya kapal-kapal dan 
kendaraan air lainnya untuk 
menyelenggarakan bongkar muat 
barang dan penumpang. 
Lingkungan kerja pelabuhan 
meliputi segala fasilitas teknis 
pelaksanaan dan 
penyelenggaraan pengangkutan 
laut maupun usaha-usaha 
terminal. Pelabuhan sebagai 
terminal untuk kapal-kapal dan 
kendaraan air lainnya merupakan 
komponen yang tidak dapat 
dipisahkan dari penyelenggaraan 
pengangkutan laut.2 
Pelabuhan memiliki peran 
sebagai tempat berlabuh dan 
bersandar kapal, sebagai tempat 
naik dan turun penumpang serta 
untuk kegiatan bongkar muat 
barang.  Sesuai dengan Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran, 
terdapat beberapa kegiatan usaha 
jasa di pelabuhan sebagai 
penunjang kegiatan angkutan laut 
diantaranya yaitu bongkar muat 
barang, jasa pengurusan 
transportasi, angkutan perairan 
pelabuhan, penyewaan peralatan 
angkutan laut atau peralatan jasa 
terkait dengan angkutan laut, 
tally mandiri, depo peti kemas, 
pengelolaan kapal atau disebut 
ship management, perantara jual 
beli kapal dan sewa kapal, 
keagenan awak kapal, keagenan 
kapal, serta jasa perawatan dan 
perbaikan kapal. 
                                                             
2 Mahyuddin 
Salim,1991,HukumPengangkutanLautInt
ernasional, 
FakultasHukumUniversitasAndalas, 
Hlm. 31-32. 
  
Tarif tambat adalah tarif 
yang dikenakan terhadap kapal 
yang bertabat pada tambatan 
dermaga (beton, besi, kayu) 
breasting dolpin/pelampung, dan 
pinggiran serta kapal yang 
merapat pada kapal lain yang 
sedang sandar/tambat.3 
Tarif pelayanan jasa 
tambat didasarkan pada Gross 
Tonnage (GT) kapal yang 
berpedoman pada surat ukur 
kapal dengan masa tambat 
menggunakan satuan etmal. 
Untuk kapal yang bertambat 
ditambatan dermaga (beton, besi, 
kayu) diberi batas waktu yang 
ditetapkan oleh Kepala Cabang 
Samarinda dengan 
memperhatikan masukan dari 
asosiasi pengguna jasa terkait, 
berpedoman pada pola 
perhitungan berdasarkan rata-rata 
discharging rate tiap jenis 
kemasan barang.4 
Sejak adanya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1992 
tentang Pelayaran sampai dengan 
diganti dengan Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran hingga saat ini 
permasalahan mengenai 
penyelenggaraan kegiatan 
angkutan laut terutama dalam 
kegiataan usaha jasa bongkar 
muat barang selalu saja terjadi 
ketidakharmonisan antara 
berbagai pihak yang terkait di 
pelabuhan, diantaranya yaitu 
Perusahaan Bongkar Muat yang 
diwadahi dalam Asosiasi 
                                                             
3 Herman Budi Sasono.2012,Manajemen 
Pelabuhan dan Realisasi Ekpor Impor. 
Penerbit:Andi Offset, Yogyakarta, Hal 
46 
4 Ibid, Hal47 
Perusahaan Bongkar Muat 
Indonesia atau disingkat APBMI, 
Tenaga Kerja Bongkar Muat atau 
disingkat TKBM, PT. Pelabuhan 
Indonesia (Persero) yang 
merupakan Badan Usaha Milik 
Negara selaku pengelola 
sebagaian besar terminal-
terminal di pelabuhan di 
Indonesia, serta Pemerintah 
dalam hal ini Kementerian 
Perhubungan.   
Bentuk dari permasalahan 
yang terjadi diantaranya terkait 
dengan masalah perizinan usaha, 
tanggung jawab bongkar muat 
barang, besaran upah buruh, 
perselisihan berkenaan besaran 
tarif jasa bongkar muat serta 
praktek monopoli tarif dan 
persaingan usaha tidak sehat 
diantara para pelaku usaha 
tersebut. Hal ini menjadi penting 
untuk diteliti karena kegiatan 
usaha jasa bongkar muat adalah 
jenis usaha jasa di pelabuhan 
yang sangat vital bagi kelancaran 
distribusi barang. 
Perusahaan bongkar muat 
untuk menjalankan usahanya 
wajib mempunyai ijin usaha yang 
dikeluarkan oleh Menteri 
Perhubungan atau pejabat yang 
ditunjuk. Ijin usaha tersebut 
diberikan oleh Kepala Kantor 
Dinas Perhubungan Provinsi atas 
nama Menteri.  
Perusahaan bongkar muat 
wajib melaksanakan ijin 
ketentuan yang ditetapkan dalam 
ijin usaha perusahaan 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Nomor 39 Tahun 2017 Tentang 
Pendaftaran & Kebangsaan 
Kapal Untuk menjalankan 
usahanya perusahaan bongkar 
  
muat wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
1. Berbentuk badan hukum 
Indonesia yaitu Perseroan 
Terbatas (PT), Badan Usaha 
Milik Negara, dan koperasi 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.  
2. Memilikimodal dasar dan 
modal kerja untuk menjamin 
kelangsungan usahanya.  
3. Memiliki atau menguasai 
peralatan bongkar muat.  
4. Memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP).  
5. Memiliki tenaga ahli. 
Penyedia jasa Tenaga 
Kerja Bongkar Muat barang dari 
dan ke kapal di Pelabuhan, 
merupakan wujud pelaksanaan 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 
20 tahun 2010 tentang Angkutan 
di Perairan dan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor 14 
tahun 2002 tentang 
Penyelenggaran dan 
Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan Ke kapal, serta 
Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 152 tahun 2016 
tentang Penyelenggaran dan 
Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan Ke kapal.  
Sebagai wujud peran serta 
pemerintah pada tahun 1990 
dibentuklah Koperasi Tenaga 
Kerja Bongkar Muat yang 
kemudian operasional bongkar 
muat dikendalikan oleh Koperasi 
Tenaga Kerja Bongkar Muat. 
Koperasi TKBM Komura  
sebagai perusahaan pelayanan 
penyedia jasa Tenaga Bongkar 
Muat Barang Samarinda. Di 
pelabuhan Koperasi TKBM 
Komura dituntut untuk dapat 
menyediakan kebutuhan tenaga 
kerja dimaksud bagi pengguna 
jasa yang memenuhi syarat 
kualitas, kuantitas, dan 
kontinuitas. 
Pembayaran upah 
dilakukan oleh perusahaan 
bongkar muat ke koperasi. 
Kemudian koperasi 
membayarkan kepada pekerja/ 
buruh TKBM Keuntungan yang 
didapat dengan adanya Koperasi 
TKBM adalah pembayaran 
dilakukan melalui koperasi serta 
adanya pemerataan kerja dengan 
pembagian tiga shift dalam sehari 
yang memungkinkan semua 
TKBM mendapatkan pekerjaan, 
dan adanya jaminan sosial tenaga 
kerja. 
Menurut ketentuan 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan adalah 
“setiap pekerja/ buruh berhak 
memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang 
layak bagi 
kemanusiaan”Sedangkan bagi 
penetapan tarif bongkar muat 
diatur dalam Kepmenhub Nomor 
35 Tahun 2007 yang memuat 
tentang tarif bongkar muat di 
pelabuhan yaitu"Untuk tarif 
borongan berpedoman pada upah 
minimum provinsi”. 
Sistem pengupahan yang 
ideal didalam hubungan 
perburuhan antara majikan dan 
buruh, hak pemberian upah 
tersebut berada pada majikan dan 
hak menerima upah tersebut 
berada pada buruh. Artinya 
seyogyanya Koperasi TKBM 
yang memiliki hak untuk 
  
memberikan upah kepada 
TKBM. 
Menunjang pelaksanaan 
sistem pengupahan yang baik dan 
dapat mensejahterakan TKBM 
maka perlu adanya pengawasan 
dari lembaga-lembaga terkait 
misalnya Administratur 
Pelabuhan (Adpel) dan Dinas 
Tenaga Kerja (Disnaker) 
Berdasarkan alasan-
alasan sebagaimana diuraikan 
diatas, serta penulis ingin 
mengetahui Tanggung jawab 
Pelabuhan Samarinda mengenai 
besar tarif bongkar muat yang 
berlaku di Pelabuhan Umum 
Samarinda, maka dalam 
penyusunan skripsi ini penulis 
memilih judul 
“PELAKSANAAN 
KEPUTUSAN MENTERI 
PERHUBUNGAN NOMOR 35 
TAHUN 2007 TENTANG 
PEDOMAN DASAR 
PERHITUNGAN TARIF 
PELAYANAN JASA 
BONGKAR MUAT KAPAL DI 
PELABUHAN SAMARINDA  
B. Perumusan dan Pembatasan 
Masalah 
Memperjelas 
permasalahan yang di maksudkan 
dalam alasan pemilihan judul, 
nantinya dapat dibahas lebih 
terarah dan sesuai sasaran, maka 
sangat penting bagi penulis untuk 
merumuskan dan membatasi 
permasalahan. Adapun masalah-
masalah yang akan diteliti dalam 
penulisan hukum ini, adalah : 
1. Bagaimana sistem 
perhitungan tarif pelayanan 
jasa tenaga pelaut sebagai 
Tenaga Kerja Bongkar 
Muat(TKBM) di Pelabuhan 
Samarinda? 
2. Bagaimana sistem 
pengupahan tenaga bongkar 
muat di Pelabuhan 
Samarinda? 
C. Metode Penelitian 
Menurut Peter Mahmud, 
“Penelitian hukum adalah suatu 
proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum 
guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi.”5 Secara lebih lanjut 
Soerjono Soekanto menerangkan 
bahwa “Penelitian hukum 
merupakan suatu kegiatan ilmiah, 
yang didasarkan pada metode, 
sistematika dan pemikiran 
tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa 
gejala hukum tertentu, dengan 
jalan menganalisanya”.6 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam 
penelitian hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif 
atau doktrinal. Menurut Terry 
Hutchinson sebagaimana 
dikutip Peter Mahmud 
Marzuki mendefinisikan 
bahwa penelitian hukum 
doktrinal adalah sebagai 
berikut: “doctrinal research: 
research wich provides a 
systematic exposition of the 
rules goverming a particular 
legal kategory, analyses the 
relationship between rules, 
                                                             
5 Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian 
Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 
35, 
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
2007. Penelitian Hukum Normatif. 
Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
hal.1 
  
explain areas of difficullty 
and, perhaps, predicts future 
development.” (Penelitian 
doktrinal adalah penelitian 
yang memberikan penjelasan 
sistematis aturan yang 
mengatur suatu kategori 
hukum tertentu, menganalisis 
hubungan antara peraturan 
menjelaskan daerah kesulitan 
dan mungkin memprediksi 
pembangunan masa 
depan).7”menurut Soerjono 
Soekanto penelitian hukum 
normatif yaitu penelitain 
kepustakaan yang mencakup 
penelitian terhadap asas 
hukum, sistematik hukum, 
taraf sinkronisasi vertikal dan 
horizontal, perbandingan 
hukum dan sejarah hukum.”8 
2. Pendekatan Masalah 
Terdapat beberapa 
pendekatan dalam penelitian 
hukum, sehingga peneliti 
akan mendapatkan informasi 
dari berbagai aspek mengenai 
isu yang sedang diteliti untuk 
dicari jawabannya. “Macam-
macam pendekatan yang 
digunakan di dalam 
penelitian hukum adalah 
pendekatan undang-undang 
(statue approach) pendekatan 
kasus (case approach), 
pendekatan historis 
(historical approach), 
pendekatan komparatif 
(comparative approach), dan 
pendekatan konseptual 
(conceptual approach).”9 
                                                             
7 Peter Mahmud Marzuki.Op.cit.,hal. 32. 
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 
Op.cit hal 14. 
9 Peter Mahmud Marzuki.Op.cit hal., 93. 
Pendekatan yang 
digunakan dalam 
menyelesaikan isu yang 
sedang diteliti yaitu 
Pendekatan undang-undang 
dan pendekatan konseptual. 
“Pendekatan undang-undang 
yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang 
berkaitan dengan isu hukum 
yang sedang diteliti. 
Pendekatan undang-undang 
digunakan untuk melihat 
kosistensi dan kesesuaian 
antara satu undang-undang 
dengan undang-undang 
lainnya yang masih terkait 
dengan isu hukum yang 
diteliti.”10 
“Pendekatan 
konseptual beranjak dari 
pandangan dan doktrin yang 
berkembang dalam ilmu 
hukum. dengan 
mempelajarinya peneliti akan 
menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas 
hukum relevan dengan isu 
yang sedang diteliti.”11 
Pemahaman akan pandangan 
dan doktrin-doktrin tersebut 
merupakan panduan bagi 
peneliti dalam membangun 
suatu argumentasi hukum 
dalam memecahkan isu yang 
dihadapi 
3. Sumber Bahan Hukum 
Menyelesaikan 
permasalahan atas isu yang di 
teliti, diperlukan sumber-
                                                             
10 Ibid. 
11 Ibid., hal. 95. 
  
sumber penelitian hukum. 
Sumber bahan hukum dapat 
dibedakan menjadi sumber 
bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan 
non hukum.  
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum 
primer yaitu berupa 
perundang-undangan, 
yang memiliki otoritas 
tertinggi adalah undang-
undang dasar, sehingga 
semua peraturan di 
bawahnya baik isi 
maupun jiwanya tidak 
boleh bertentangan 
dengan UUD. Bahan 
hukum primer selanjutnya 
adalah undang-undang, 
perpu, peraturan 
pemerintah, perpres, 
kemudian ditingkat 
daerah ada peraturan 
daerah. Bahan hukum 
primer di samping 
perundang-undangan 
yang memiliki otoritas 
adalah putusan 
pengadilan karena 
putusan pengadilan 
merupaka konkretisasi 
dari perundang-undangan 
(law in action). 
Bahan hukum 
primer yang digunakan 
yaitu yaitu  Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran,  
Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 1992, Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 
tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan dan 
Keputusan menteri 
perhubungan Nomor KM 
14 tahun 2002 tentang 
Penyelenggaran dan 
Pengusahaan Bongkar 
Muat Barang dari dan Ke 
kapal, serta Peraturan 
Menteri Perhubungan 
Nomor PM 152 tahun 
2016 tentang 
Penyelenggaran dan 
Pengusahaan Bongkar 
Muat Barang dari dan Ke 
kapal. 
b. Bahan Hukum 
Sekunder 
Bahan hukum 
sekunder yaitu buku teks 
mengenai prinsip-prinsip 
dasar ilmu hukum dan 
pandangan para sarjana 
yang memiliki kualifikasi 
tinggi, selain itu juga 
dapat berupa tulisan-
tulisan baik dalam bentuk 
buku maupun jurnal-
jurnal yang berkaitan 
dengan konteks yang 
diteliti. 
c. Bahan Non-Hukum  
Penelitian hukum 
juga dapat menggunakan 
bahan non-hukum berupa 
buku-buku diluar buku 
hukum atau laporan 
penelitian non-hukum dan 
jurnal-jurnal non-hukum 
sepanjang mempunyai 
relevansi dengan topik 
penelitian. Relevan. 
Selain itu juga ada 
wawancara tidak 
terstruktur yang dapat 
dilakukan kepada pihak 
yang berkaitan dengan isu 
yang diteliti seperti 
TKBM Komura. 
  
4. Teknik Pengumpulan dan 
Pengolahan Bahan Hukum 
Peneliti mencari 
peraturan perundang-
undangan yang berkaitan 
dengan isu yang sedang 
diteliti. perundang-undangan 
dalam hal ini dapat berupa 
legislation maupun 
regulation  bahkan juga 
delegated legislation dan 
delegated regulation. 
Sedangkan dalam pendekatan 
konseptual dapat dilakukan 
dengan mengumpulkan 
perundang-undangan negara 
lain, putusan-putusan 
pengadilan indonesia atau 
negara lain yang berkaitan 
dengan isu hukum. Akan 
tetapi yang lebih esensial 
adalah penelusuran buku-
buku hukum. 
Setelah bahan hukum 
yang dikehendaki terkumpul, 
dari studi kepustakaan, baik 
dari bahan hukum primer, 
sekunder dan bahan non 
hukum kemudian bahan 
hukum diolah dengan cara 
deduktif yaitu menjelaskan 
suatu hal yang bersifat umum 
kemudian menariknya 
menjadi kesimpulan yang 
lebih khusus dan disusun 
secara sistematis. 
5. Analisis Bahan Hukum 
Menurut Peter 
Mahmud Marzuki yang 
mengutip pendapat Philipus 
M.Hadjon memaparkan 
metode deduksi sebagaimana 
silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles. Penggunaan 
metode deduksi berpangkal 
dari pengajuan premis mayor 
(pernyataan yang bersifat 
umum). Kemudian diajukan 
premis minor (bersifat 
khusus), dari kedua premis 
itu kemudian ditarik suatu 
kesimpulan atau conclusion. 
Akan tetapi di dalam 
argumentasi hukum, 
silogisme hukum tidak 
sesederhana silogisme 
tradisional. Kemudian 
dianalsis dengan 
menggunakan metode 
deskripsi (penjelasan), 
Interpretasi (penafsiran) dan 
legal reasoning (penalaran 
hukum). 
 
BAB II 
KERANGKA TEORITIS 
A. Penyelenggaraan 
Pengangkutan Barang Melalui 
Laut 
1. Pengertian Pengangkutan 
Pengertian 
pengangkutan laut secara 
umum dapat ditelaah dari 
kata dasarnya, yaitu “ angkut 
“ yang berarti angkat dan 
bawa, muat dan bawa atau 
kirimkan, sehingga 
mengangkut berarti 
mengangkat dan membawa, 
memuat dan membawa atau 
mengirimkan. Sedangkan 
pengangkutan berarti 
pengangkatan dan 
pembawaan barang atau 
orang atau pemuatan dan 
pengiriman barang atau 
orang. Dengan 
demikian,pengangkutan 
mengandung suatu kegiatan 
memuat barang atau 
penumpang ke tempat lain, 
dan menurunkan barang atau 
  
penumpang tersebut. 
Berdasarkan pengertian 
pengangkutan secara umum 
tersebut, maka merumuskan 
definisi sebagai berikut :12  
“Pengangkutan adalah proses 
kegiatan memuat barang atau 
penumpang ke dalam alat 
pengangkutan membawa 
barang atau penumpang dari 
tempat pemuatan ke tempat 
tujuan dan menurunkan 
barang atau penumpang dari 
alat pengangkutan ke tempat 
yang ditentukan”. 
Setelah menela’ah 
definisi pengangkutan oleh 
H.M.N.Purwosutjipto, dapat 
diketahui bahwa 
penyelenggaraan 
pengangkutan dilandasi oleh 
suatu bentuk perjanjian yang 
bersifat timbal balik. Dalam 
arti bahwa para pihak dalam 
perjanjian ini adalah 
Pengangkutan dan Pengirim / 
Penumpang, yang masing-
masing memiliki kewajiban 
dan hak sendiri-sendiri. 
Kewajiban Pengangkut 
berupa menyelenggarakan 
jasa pengangkutan 
barang/orang dari suatu 
tempat ke tempat tujuan 
tertentu dengan selamat, 
sehingga pengangkut berhak 
untuk menerima pembayaran 
uang pengangkutan dari 
Pengirim/Penumpang. 
Sedangkan 
pengirim/penumpang 
berkewajiban membayar uang 
pengangkutan kepada 
                                                             
12 Abdul Kadir,1991,Hukum Pengangkutan 
Darat, Laut dan Udara,Penerbit Citra 
Aditya Bakti. Bandung  Hlm 19 
pengangkutan, sehingga 
pengirim/penumpang berhak 
untuk memperoleh pelayanan 
jasa pengangkutan secara 
aman dan selamat dengan 
selamat, sehingga pengangkut 
berhak untuk menerima 
pembayaran uang 
pengangkutan dari 
Pengirim/Penumpang. 
Sedangkan 
pengirim/penumpang 
berkewajiban membayar uang 
pengangkutan kepada 
pengangkutan, sehingga 
pengirim/penumpang berhak 
untuk memperoleh pelayanan 
jasa pengangkutan secara 
aman dan selamat hingga tiba 
di tempat tujuan. 
2. Pengertian pengangkutan 
laut 
Pengangkutan melalui 
laut merupakan usaha 
pelayaran niaga yang 
bergerak dalam bidang 
penyediaan jasa angkutan 
muatan laut dimana kegiatan 
usahanya sangat luas 
bidangnya serta memegang 
peranan penting untuk 
memajukan perdagangan 
dalam dan luar negeri 
termasuk didalam usahanya 
memperlancar arus barang 
dari daerah produksi ke 
daerah konsumen. Dalam 
pengertian perdagangan 
pengangkutan laut dapat 
dianggap sebagai suatu 
kegiatan dari kesibukan yang 
bertujuan mempertinggi arti 
dan kegunaan suatu barang 
dengan jalan memindahkan 
barang tersebut dari suatu 
pulau (negara) ke pulau 
  
(negara) lain.13 Menurut 
Peraturan Pemerintah No. 82 
tahun 1988 tentang Angkutan 
Perairan mendefinisikan 
pengertian angkutan laut 
adalah setiap angkutan 
dengan menggunakan kapal 
untuk mengangkut 
penumpang, barang dan atau 
hewan dalam satu perjalanan 
atau lebih dari satu pelabuhan 
ke pelabuhan lain yang 
diselenggarakan oleh 
perusahaan angkutan laut.(PP 
No. 82 tahun 1999 BAB I 
pasal 1 ayat 2 tentang 
Angkutan Perairan). 
3. Tujuan dan Fungsi 
Pengangkutan Laut 
Tujuan pengangkutan 
laut adalah meningkatkan 
daya guna dan nilai baik 
barang maupun penumpang 
yang diangkut dari satu 
pelabuha menuju ke 
pelabuhan tujuan . Hal ini 
selaras dengan tujuan 
pengangkutan secara umum 
yaitu“untuk meningkatkan 
daya guna dan nilai baik 
barang maupun 
penumpang”.14 
Sementara itu, tujuan 
pengangkutan berupa 
“sampai atau tiba di tempat 
tujuan pengangkutan berupa 
“sampai atau tiba di tempat 
tujuan yang ditentukan 
dengan selamat dan biaya 
pengangkutan 
                                                             
13 R Djatmiko,1996,Pengetahuan Hukum 
Perdata dan Dagang,Penerbit Angkasa,. 
Bandung, Hlm 119 
14 H.M.N.Purwosutjipto  2003, Pengertian 
Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III. 
Djambatan. Jakarta Hlm 1 
lunas”.15Berdasarkan 
rumusan tujuan pengangkutan 
tersebut diatas, maka apabila 
kegiatan perpindahan barang 
atau orang (penumpang) 
tersebut tidak mampu 
meningkatkan daya guna dan 
nilainya, sehingga kegiatan 
tersebut tidak perlu dilakukan 
mengingat hanya merupakan 
kegiatan yang merugikan 
terutama bagi para pedagang 
maupun penumpang selaku 
pekerja Fungsi pengangkutan 
secara umum adalah 
memindahkan barang atau 
orang dari suatu tempat ke 
tempat yang lain dengan 
maksud untuk meningkatkan 
daya guna dan nilai. 
Meningkatnya kegunaan dan 
nilai barang maupun 
penumpangtersebut 
dimungkinkan dengan adanya 
kegiatan pemindahan barang 
dan penumpang dengan alat 
pengangkutan dari suatu 
tempat dimana kegunaan dan 
nilai barang dan penumpang 
tersebut terlalu rendah, 
menuju ke tempat lain yang 
kegunaan dan nilainya relatif 
lebih tinggi. Begitupun 
dengan penyelenggaraan 
pengangkutan laut, dalam hal 
mana fungsinya juga 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan kegunaan dan 
nilai barang maupun 
penumpang yang diangkut 
dari satu pelabuhan menuju 
pelabuhan tujuan 
pengangkutan. 
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Darat, Laut dan Udara,Penerbit Citra 
Aditya Bakti. Bandung  Hlm 19 
  
4. Asas Perjanjian 
Pengangkutan 
Ada empat asas pokok 
yang mendasari perjanjian 
pengangkutan, adalah sebagai 
berikut : 
a. Asas konsensual 
Asas ini tidak 
mensyaratkan bentuk 
perjanjian pengangkutan 
secara tertulis, sudah 
cukup apabila ada 
persetujuan kehendak 
antara pihakpihak. Dalam 
kenyataannya, hampir 
semua perjanjian 
pengangkutan darat, laut, 
dan udara dibuat secara 
tidak tertulis (lisan), 
tetapi selalu didukung 
oleh dokumen 
pengangkutan. Dokumen 
pengangkutan bukan 
perjanjian tertulis, 
melainkan sebagai bukti 
bahwa persetujuan antara 
pihak-pihak itu ada. 
Alasan perjanjian 
pengakutan tidak dibuat 
secara tertulis karena 
kewajiban dan hak pihak-
pihak telah ditentukan 
dalam undang-undang. 
Mereka hanya menunjuk 
atau menerapkan 
ketentuan undang-
undang. 
b. Asas koordinasi 
Asas ini 
mensyaratkan kedudukan 
yang sejajar antara pihak-
pihak dalam perjanjian 
pengangkutan. Walaupun 
perjanjian pengangkutan 
merupakan “Pelayanan 
jasa”, asas subordinasi 
antara buruh dan majikan 
pada perjanjian 
perburuhan tidak berlaku 
pada perjanjian 
pengangkutan. 
Berdasarkan hasil 
penelitian dalam 
perjanjian pengangkutan 
darat, laut dan udara 
ternyata pihak 
pengangkutan bukan 
buruh pihak pengirim 
atau penumpang.  
c. Asas campuran 
Perjanjian 
pengangkutan merupakan 
campuran dari tiga jenis 
perjanjian, yaitu 
pemberian kuasa dari 
pengirim kepada 
pengangkut, 
penyimpanan barang dari 
pengirim kepada 
pengangkut, dan 
melakukan pekerjaan 
pengangkutan yang 
diberikan oleh pengirim 
kepada pengangkut. 
Dengan demikian, 
ketrentuan – ketentuan 
dari tiga jenis perjanjian 
itu berlaku juga dalam 
perjanjian pengangkutan, 
kecuali jika perjanjian 
pengangkutan mengatur 
lain. Jika dalam 
perjanjian pengangkutan 
tidak diatur lain, maka di 
antara ketentuan ketiga 
jenis perjanjian itu dapat 
diberlakukan. Hal ini ada 
hubungannya dengan 
asas konsensual. 
d. Asas tidak ada hak 
retensi 
  
Penggunaan hak 
retensi dalam perjanjian 
pengangkutan tidak 
dibenarkan. Penggunaan 
hak retensi bertentangan 
dengan fungsi dan tujuan 
pengangkutan. 
Berdasarkan hasil 
penelitian ternyata 
penggunaan hak retensi 
akan menyulitkan 
pengangkut sendiri, 
misalnya penyediaan 
tempat penyimpanan, 
biaya penyimpanan, 
penjagaan dan perawatan 
barang.  
 
B. Penyelengaraan Bongkar Muat 
Barang di Pelabuhan 
1. Pengertian Bongkar Muat 
Barang 
Kegiatan bongkar 
muat barang di pelabuhan 
dari dan ke kapal pada 
dasarnya merupakan salah 
satu mata rantai kegiatan 
pengangkutan melalui laut. 
Kegiatan bongkar muat 
barang dari dan ke kapal itu 
sendiri dirumuskan sebagai 
berikut : 
“Pekerjaan membongkar 
barang dari atas dek/palka 
kapal dan menempatkannya 
di atas dermaga atau ke dalam 
tongkang atau kebalikannya 
memuat dari atas dermaga 
atau dari dalam tongkang dan 
menempatkannya ke atas dek 
atau ke dalam palka kapal 
yangmempergunakan Derek 
kapal”. 
Pengertian kegiatan 
bongkar muat barang di 
pelabuhan diatas, dapat 
diketahui bahwa pada 
dasarnya bongkar muat 
barang tersebut merupakan 
kegiatan pemindahan barang 
angkutan, baik dari kapal 
pengangkut ke dermaga atau 
ke tongkang maupun 
sebaliknya dari dermaga atau 
tongkang ke atas dek kapal 
pengangkut.  
2. Pengertian Perusahaan 
Bongkar Muat (PBM) 
Sejalan dengan 
semakin meningkatnya 
perkembangan ekonomi 
dewasa ini di Indonesia, 
terutama mengenai kegiatan 
perdagangan internasional, 
sehingga menghasilkan 
frekuensi arus barang dan 
jasa melalui pelabuhan-
pelabuhan di Indonesia 
semakin meningkat pula. 
Untuk itu, perkembangan 
perusahaan jasa 
pengangkutan melalui laut 
berikut perusahaan-
perusahaan yang erat 
kaitannya dengan kegiatan 
pengangkutan tersebut, 
seperti perusahaan Ekspedisi 
Muatan Kapal Laut (EMKL) 
maupun Perusahaan Bongkar 
Muat (PBM) juga semakin 
banyak bermunculan. 
Guna mengatur 
pertumbuhan perusahaan-
perusahaan tersebut, maka 
Pemerintah telah menerbitkan 
Instruksi Presiden (Inpres) 
No.3 Tahun 1991 tentang 
Kebijaksanaan Kelancaran 
Arus Barang untuk 
Menunjang Kegiatan 
Ekonomi. Namun demikian 
pada prinsipnya beberapa 
  
ketentuan khususnya 
ketentuan pelaksanaan Inpres 
No.4 Tahun 1985 yang masih 
sesuai dengan perkembangan 
yang ada masih tetap berlaku. 
Mengenai Perusahaan 
Bongkar Muat Barang(PBM) 
ini telah dirumuskan di dalam 
Inpres No. 4 Tahun 1985 
yaitu “perusahaan yang 
secara khusus berusaha di 
bidang bongkar muat dari dan 
ke kapal baik dari dan ke 
gudang Lini I maupun 
langsung ke alat angkutan.” 
Dengan memahami 
pengertian PBM di atas 
menunjukkan bahwa kegiatan 
perusahaan jasa ini pada 
prinsipnya merupakan bagian 
dari kegiatan pengangkutan 
barang melalui kapal laut. 
Dalam hal mana, setiap 
barang angkutan yang akan 
diangkut ke atas kapal 
memerlukan pembongkaran 
dan dipindahkan ke dalam 
gudang Lini I di pelabuhan 
maupun langsung ke alat 
angkutan barang berikutnya. 
C. Fungsi Perusahaan Bongkar 
Muat (PBM) di Pelabuhan 
Penyelengaraan kegiatan 
usaha bongkar muat barang dari 
dan ke kapal di pelabuhan, 
secara khusus diatur dalam 
Keputusan Menteri Perhubungan 
No. KM.88/AL.305/Phb-85 
tentang Perusahaan Bongkar 
Muat Barang dari dan ke kapal. 
Dalam hal mana Pasal 3 
Keputusan tersebut menetapkan 
: 
1. Penyelengaraan bongkar 
muat barang dari dan ke 
kapal dilakukan oleh 
perusahaan yang khusus 
didirikan untuk kegiatan 
bongkar muat tersebut. 
2. Perusahaan Pelayaran 
dilarang menyelenggarakan 
bongkar muat barang dari dan 
ke kapal. 
Berdasarkan ketentuan di 
atas, dapat diketahui bahwa 
perusahaan pelayaran 
(pengangkut) yang 
menyelengarakan pengangkutan 
barang melalui laut dari satu 
pelabuhan ke pelabuhan lainnya 
tidak diperbolehkan melakukan 
kegiatan bongkar muat barang 
angkutannya sendiri, akan tetapi 
kegiatan bongkar muat barang 
angkutannya sendiri, akan tetapi 
kegiatan harus diserahkan 
pelaksanaannya kepada pihak 
lain atau perusahaan lain yang 
bergerak di bidang bongkar 
muat barang di pelabuhan yaitu 
PBM. Dengan demikian pada 
prinsipnya kedudukan PBM 
terpisah dengan perusahaan 
pelayaran (pengangkut), 
sehingga fungsinyapun berbeda 
dengan pengangkut. 
Perusahan Pelayaran 
dalam kedudukannya sebagai 
pengangkut dalam 
kedudukannya sebagai 
pengangkut dalam 
menyelenggarakan 
pengangkutan 
barang melalui laut berfungsi 
untuk meningkatkan kegunaan 
dan nilai barang 
yang diangkut, dalam arti bahwa 
adanya kegiatan pengangkutan 
barang tersebut dituntut untuk 
mampu meningkatkan kegunaan 
dan nilai barang pada saat 
sebelum dan sesudah 
  
dilakukannya pengangkutan 
barang yang bersangkutan. 
Sedangkan fungsi PBM dalam 
kedudukannya sebagai mata 
rantai kegiatan pengangkutan 
barang melalui laut, sebagaiman 
ketentuan pasal 3 ayat (1) 
Keputusan Menteri Perhubungan 
No. KM.88/AL.305/Phb-85, 
yaitu memindahkan barang 
angkutan dari dan ke kapal. 
Sesuai dengan Ketentuan 
Pasal 1 ayat (a) Keputusan 
Menteri Perhubungan No. 
KM.88/AL.305.Phb-85, PBM 
dapat melakukan kegiatan 
bongkar muat barang dari dan ke 
kapal baik dalam bentuk 
kegiatan Stevedoring, 
Cargodoring maupun 
Receiving/Delivery. 
Sehingga ketika dalam 
melakukan fungsinya untuk 
memindahkan barang angkutan , 
PBM dapat melakukan kegiatan 
pemindahan barang angkutan 
dari dan ke kapal baik dari 
gudang Lini I yang berada di 
pelabuhan maupun pemindahan 
barang angkutan secara langsung 
dari dan ke alat angkutan darat. 
D. Ruang Lingkup Kegiatan 
Bongkar Muat Barang di 
Pelabuhan 
Sebagaimana telah 
diterangkan di atas, bahwa 
fungsi PBM adalah 
memindahkan barang angkutan 
dari dan ke kapal baik dari dan 
ke Gudang Lini I maupun 
langsung ke alat angkutan. 
Dalam hal mana, kegiatan 
pemindahan barang tersebut 
terdiri dari kegiatan Stevedoring, 
Cargodoring maupun 
Receiving/Delivery. 
Lebih lanjut Keputusan 
Menteri Perhubungan No. 
KM.88/AL.305/Phb-85 tentang 
Perusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke kapal 
menegaskan bahwa ruang 
lingkup kegiatan bongkar muat 
barang di pelabuhan meliputi:  
1. Kegiatan Stevedoring yaitu 
kegiatan jasa pelayanan 
membongkar dari/ke kapal, 
dermaga, tongkang, truk 
atau memuat dari/ke 
dermaga. Tongkang, truk 
ke/dalam palka kapal 
dengan menggunakan Derek 
kapal. 
2. Kegiatan Cargodoring, 
yaitu kegiatan jasa 
pelayanan yang berupa 
pekerjaan mengeluarkan 
sling (extackle) dari 
lambung kapal di atas 
dermaga, ke dan menyusun 
di dalam gudang Lini I atau 
lapangan penumpukan 
barang atau sebaliknya. 
3. Kegiatan Receiving 
/Delivery, yaitu kegiatan 
jasa pelayanan yang berupa 
pekerjaan mengambil dari 
timbunan barang/tempat 
penumpukan barang di 
gudang lini I atau lapangan 
penumpukan barang dan 
menyerahkan barang sampai 
tersusun di atas kendaraan 
/alat angkut secara rapat di 
pintu darat lapangan 
penumpukan barang atau 
sebaliknya.  
Berdasarkan jenis 
kegiatan bongkar muat barang di 
pelabuhan tersebut , dapat 
diketahui bahwa pada 
hakekatnya ruang lingkup 
  
kegiatan bongkar muat barang di 
pelabuhan terdiri dari 3 bentuk 
kegiatan pemindahan barang 
dari dan ke kapal. Mengingat 
dari ketiga kegiatan pemindahan 
barang di pelabuhan tersebut 
tidak memungkinkan untuk 
dilakukan secara bersamaam 
waktunya, maka lebih lanjut 
lampiran Inpres No. 3 Tahun 
1991 tentang Kebijaksanaan 
Kelancaran Arus Barang untuk 
Menunjang Kegiatan Ekonomi, 
telah mengatur jadwal kegiatan 
bongkar muat barang sebagai 
berikut : 
a. Giliran Kerja I : pukul 
08.00-16.00 
b. Giliran Kerja II : pukul 
16.00-24.00 
c. Giliran Kerja III : pukul 
24.00-08.00 
Adanya pembagian 
giliran kerja (shift) dalam 
kegiatan bongkar muat barang di 
pelabuhan tersebut, 
menunjukkan adanya upaya 
pemerintah (Departemen 
Perhubungan) dalam rangka 
meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan 
bongkar muat barang di 
pelabuhan, di samping untuk 
lebih meningkatkan pelayanan 
kepada para pemakai 
jasabongkar muat barang. 
Dengan meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas serta  pelayanan 
kegiatan bongkar muat barang 
tersebut, maka dimungkinkan 
mampu meningkatkan 
kelancaran arus barang dan 
keamanan lalu lintas di 
pelabuhan. Hal ini selaras 
dengan sasaran yang digariskan 
Pemerintah melalui Keputusan 
Menteri Perhubungan 
No.KM.88/AL.305/Phb-85, 
yaitu : 
“Bahwa peranan pengusaha 
Stevedoring, Cargodoring dan 
Receiving/Delivery dapat 
menunjang pembangunan 
ekonomi dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat 
demi kelancaran dan keamanan 
lalu lintas barang di pelabuhan”.  
Sesuai dengan penetapan 
jadwal kegiatan bongkar muat 
barang di pelabuhan berikut 
sasarannya yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah tersebut, 
menunjukkan bahwa sesuai 
dengan jenis kegiatan bongkar 
muat barang memungkinkan 
dalam pelaksanaannya 
dikerjakan oleh tiga buah PBM, 
yaitu PBM yang hanya bergerak 
di bidang Stevedoring, PBM 
yang bergerak di bidang 
Cargodoring, atau PBM yang 
bidang usahanya hanya 
menangani kegiatan usaha 
pelayanan jasa 
Receiving/Delivery saja. 
Adanya pembagian 
kegiatan bidang usaha bongkar 
muat barang angkutan di 
pelabuhan tersebut, merupakan 
peluang bagi berkembangnya 
kesempatan berusaha bagi para 
investor yang berminat untuk 
menanamkan modal usahanya di 
sektor kegiatan bongkar muat 
barang di pelabuhan. Disisi lain, 
spesialisasi penanganan bidang 
kegiatan bongkar muat barang 
tersebut juga memberikan 
peluang kesempatan yang lebih 
luas. 
Namun demikian, bagi PBM 
yang memiliki kemampuan 
  
permodalan yang cukup 
memadai, tidak menutup 
kemungkinan untuk menangani 
semua jenis kegiatan bongkar 
muat barang di pelabuhan. 
BAB III 
HASIL PENENLITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
A. Sistem Perhitungan Tarif 
Pelayanan Jasa Tenaga Pelaut 
Sebagai Tenaga Kerja 
Bongkar Muat (TKBM) Di 
Pelabuhan Samarinda  
1. Peristilahan 
a. Shifting adalah 
memindahkan muatan di 
dalam kapal yang sama 
atau  ke kapal yang 
berbeda atau lewat darat. 
b. Lashing/unlashing adalah 
mengikat atau 
memperkuat muatan atau 
sebaliknya melepaskan 
pengikat atau penguat 
muatan. 
c. Dunnaging adalah 
memasang alas atau 
pemisah muatan 
(dunnage/sparation). 
d. Sweeping adalah 
mengumpulkan muatan-
muatan yang tercecer. 
e. Bagging/unbagging 
adalah memasukkan 
muatan curah kedalam 
karung atau sebaliknya 
yaitu membuka karung 
untuk mencurahkan 
muatan. 
f. Restowage adalah 
menyusun kembali 
muatan dalam kapal. 
g. Sorting adalah pekerjaan 
memilih atau 
memisahakan muatan 
yang tercampur atau 
muatan yang rusak. 
h. Trimming adalah 
meratakan muatan di 
dalam kapal 
i. Cleaning adalah 
pekerjaan membesihkan 
kapal. 
j. Longdistance adalah 
perkerjaan cargodoring 
yang jaraknya melebihi 
130m. 
k. Overbrengen (pindah 
lokasi) adalah 
memindahkan barang 
dari gudang atau tempat 
penumpukan yang satu 
ke gudang atau tempat 
penumpukan yang lain 
dalam daerah pelabuhan 
atau dari ship side ke 
gudang khusus untuk itu 
l. Gilir Kerja (shift) adalah 
jam kerja selama 8 
(delapan) jam termasuk 
istirahat 1 (satu) jam 
kecuali hari Jumat siang 
istirahat 2 (dua) jam, 
untuk kegiatan bongkar 
muat dengan 
penggantian Tenaga 
Kerja Bongkar Muat 
pada setiap gilir kerja. 
m. Gang Tenaga Kerja 
Bongkar Muat adalah 
Tenaga Kerja Bongka  
n. Muat dalam 1 (satu) regu 
kerja. 
o. Peralatan bongkar muat 
non mekanik adalah alat 
pokok penunjang 
pekerjaan bongkar muat 
yang meliputi jala-jala 
lambung kapal (ship 
side  net), tali baja 
(wire  sling), tali rami/ 
  
manila (rope sling), 
jala-jala baja (wire net), 
jala-jala tali manila 
(rope net), sling hambat, 
spreader set, segel, 
lifting hook, gerobak 
dorong dan pallet. 
p. Bongkar muat di rede 
adalah pekerjaan 
membongkar dari kapal 
yang tidak sandar di 
dermaga ke tongkang di 
lambung kapal dan 
selanjutnya 
mengeluarkan  dari  
tali/jala-jala  (eks  
tackle)  dan menyusun
 di tongkang serta 
membongkar dari 
tongkang ke dermaga 
atau sebaliknya.  
q. Bongkar  muat langsung  
ke atau dari demaga 
(kade lossing/loading) 
adalah pekerjaan 
membongkar muatan 
atau barang 
mengeluarkan dari 
tali/jala-jala (eks  tackle) 
serta menyusun di truk 
atau tongkang atau 
sebaliknya.  
r. Tenaga supervisi 
bongkar muat adalah 
tenaga pengawas 
bongkar muat yang di 
sediakan oleh perusahaan 
bongkar muat  
s. Stevedoring supervisor 
adalah pelaksana 
penyusun rencana dan 
pengendalian kegiatan 
bongkar muat di atas 
kapal.  
t. Quay supervisor adalah 
petugas pengendalian 
kegiatan operasional 
bongkar muat barang di 
dermaga dan mengawasi 
kondisi barang sampai ke 
tempat penimbunan atau 
sebaliknya. 
u. Administrative 
supervisor adalah 
penyusun dan 
pengendalian seluruh 
dokumen bongkar muat 
barang, verifikasi 
pencatatan jumlah dan 
kondisi  barang yang 
dibongkar muat dari dan 
ke kapal, perhitungan 
fisik, pencatatan dan 
survei kondisi barang 
pada kegiatan 
cargodoring dan 
receiving/delivery serta 
membuat laporan 
periodik. 
v. Foreman adalah 
pelaksanaan dan 
pengendalian kegiatan 
operasional bongkar 
muat dari dan  ke kapa 
sampai ketempat 
penumpukan barang atau 
sebaliknya, dan membuat 
laporan periodik hasil 
kegiatan bongkar muat.  
w. Assistant foreman adalah 
tenaga pembantu 
pelaksana tugas foreman 
dalam pengendalian 
kegiatan operasional 
bongkar muat dari dan 
kapal sampai ke tempat 
penumpukan barang atau 
sebaliknya dan membuat 
laporan periodik hasil 
kegiatan bongkar muat. 
x. Cargo checker adalah 
pelaksana verifikasi atau 
  
pencatat jumlah, merk 
dan kondisi setiap 
gerakan barang 
berdasarkan dokumen 
serta membuat laporan.  
y. Mistry adalah pelaksana  
perbaikan kemasan 
barang dalam kegiatan 
stevedoring, 
cargodoring, dan 
receiving/delivery.  
z. Watchman adalah 
pelaksana keamanan 
barang pada kegiatan 
stevedoring, 
cargodoring, dan 
receiving/delivery 
2. Formulasi Perhitungan 
Besaran Tarif 
Formulasi yang 
digunakan untuk menghitung 
besaran Tarif Pelayanan Jasa 
Bongkar Muat Dari Dan Ke 
Kapal Di Pelabuhan sebagai 
berikut ; 
𝑇
= 𝐹
(W +  H +  I +  K)  + (S +  M +  A)
𝑃
 
Dimana: 
F = Faktor Koefisien (%) 
W = Upah Tenaga Kerja 
Bongkar Muat (Rp/hari) 
H = Kesejahteraan Tenaga 
Kerja Bongkar Muat 
(Rp/hari) 
I = Asuransi Tenaga Kerja 
Bongkar Muat (Rp/hari) 
K = Administrasi  Penyedia  
Jasa  Tenaga  Kerja  
Bongkar Muat (Rp/hari) 
S = Supervisi oleh 
Perusahaan Bongkar Muat 
(Rp/hari) 
M = Supervisi oleh 
Perusahaan Bongkar Muat 
(Rp/hari) 
A = Administrasi Perusahaan 
Bongkar Muat (Rp/hari) 
P = Produktivitas kerja 
bongkar muat (Ton/hari, 
m3/hari) 
 
3. Penjelasan Perhitungan 
a. Perhitungan komponen 
tarif pelayanan jasa 
bongkar muat barang dari 
dan ke kapal di pelabuhan 
: 
1) Faktor Koefisien = F, 
yang terdiri atas 
keuntungan 13% 
(termasuk dana 
kepedulian sosial), klaim 
1% dan biaya uang 2%, 
maka besaran F dihitung 
dengan rumusan: 
𝐹 =
100%
100% − 16%
= 1.19 
2) Upah Tenaga Kerja 
Bongkar Muat per orang 
per gilir kerja = W, 
terdiri atas: 
a) Upah minimum 
Tenaga Kerja 
Bongkar Muat 
dihitung sekurang-
kurangnya sama 
dengan Upah 
Minimum Provinsi 
(UMP) atau Upah 
Minimum 
Kabupaten/Kota yang 
ditetapkan oleh 
gubernur, bupati, atau 
walikota, untuk UMR 
harian dihitung 
dengan rumusan: 
b) Tunjangan 
transportasi, makan 
dan beras dengan 
perincian: 
  
(1) Uang transportasi 
dihitung atas 
dasar biaya 
transport lokal 
(darat) untuk 
pulang pergi; 
(2)  Makan satu kali 
dihitung 
berdasarkan 
kebutuhan jumlah 
kalori   yang   
dibutuhkan   
tenaga   kerja 
bongkar muat; 
(3) Beras 1 (satu) 
kilogram yang 
dihitung 
berdasarkan harga 
beras Bulog 
setempat; 
c) Jumlah butir a dan b 
tidak boleh lebih 
rendah dari upah yang 
telah   diterima 
Tenaga Kerja 
Bongkar Muat 
sebelumnya; 
d) Upah kepala regu 
kerja ditetapkan 
sebesar 130 % dari 
anggota (W) dan upah 
tukang derek/pilot 
ditetapkan sebesar 
115% dari upah 
anggota (W); 
3) Jumlah tenaga kerja 
untuk kegiatan bongkar 
muat disesuaikan dengan 
jenis alat yang dipakai 
dengan perbandingan 
tenaga kerja sebagai 
berikut: 
a) Bongkar   muat   
dengan   
menggunakan   alat-
alat   non mekanik 
(labour   intensif),   
jumlah   tenaga   
bongkar muat/gilir 
kerja/derek    kapal    
disesuaikan    dengan 
kebutuhan kegiatan 
bongkar muat dalam 1 
(satu) gang terdiri 
atas: 
(1) Stevedoring 
maksimal 12 (dua 
belas) orang, 
dengan komposisi: 
(a) Kepala regu 
kerja 1 (satu) 
orang; 
(b) Tukang derek 
/ pilot 2 (dua) 
orang; dan  
(c) Anggota 
sesuai dengan 
kebutuhan. 
(2) Cargodoring 
maksimal 12 (dua 
belas) orang, 
dengan komposisi: 
(a) Kepala regu 1 
(satu) orang; 
dan 
(b) Anggota 
sesuai dengan 
kebutuhan. 
(3) Receiving/delivery 
maksimal 12 
(dua belas) 
orang, dengan 
komposisi: 
(a) Kepala regu 
kerja 1 (satu) 
orang; dan  
(b) Anggota 
sesuai dengan 
kebutuhan. 
b) Bongkar muat 
dengan menggunakan 
alat-alat mekanik    
  
(semi labour intensif), 
jumlah tenaga kerja 
bongkar muat/gilir 
kerja/derek  kapal  
disesuaikan dengan 
kebutuhan kegiatan 
bongkar muat adalah: 
(1) Untuk barang 
tanpa pallet: 
(a) Stevedoring  
maksimal  12  
(dua  belas)  
orang, dengan 
komposisi: 
 Kepala 
regu kerja 
1 (satu) 
orang;  
 Tukang 
derek / 
pilot 2 
(dua) 
orang; dan 
 Anggota 
sesuai 
dengan 
kebutuhan. 
(b) Cargodoring  
maksimal  12  
(dua  belas)  
orang, dengan 
komposisi: 
 Kepala 
regu kerja 
1 (satu) 
orang; dan  
 Anggota 
sesuai 
dengan 
kebutuhan. 
(c) Receiving/deli
very  
maksimal  6  
(enam)  orang, 
dengan 
komposisi : 
 Kepala 
regu kerja 
1 (satu) 
orang; dan  
 Anggota 
sesuai 
dengan 
kebutuhan. 
(2) Untuk barang 
palletisasi: 
(a) Stevedoring  
maksimal  12  
(dua  belas)  
orang, dengan 
komposisi: 
 Kepala 
regu kerja 
1 (satu) 
orang; 
 Tukang 
derek / 
pilot 2 
(dua) 
orang; dan 
 Anggota 
sesuai 
dengan 
kebutuhan. 
(b) Cargodoring 
maksimal 6 
(enam) orang, 
dengan 
komposisi: 
 Kepala 
regu kerja 
1 (satu) 
orang; dan 
 Anggota 
sesuai 
dengan 
kebutuhan. 
(c) Receiving/deli
very  
maksimal  6  
(enam)  orang, 
  
dengan 
komposisi: 
 Kepala 
regu kerja 
1 (satu) 
orang; dan 
 Anggota 
sesuai 
dengan 
kebutuhan. 
4) Kesejahteraan tenaga 
kerja bongkar muat = H, 
terdiri atas: 
a) Perlengkapan kerja 
meliputi 
pakaian,helm, sarung 
tangan dan masker 
dengan perincian 
sebagai berikut : 
(1) Pakaian kerja 2 
(dua) stel, sepatu 
1 (satu) pasang 
dan helm 
sebanyak 1 (satu) 
buah/orang/tahun,
biayanya dihitung 
berdasarkan harga  
pasar setempat 
dengan rumusan: 
Jumlah harga satuan
12 bulan x 21 gilir kerja/bulan
 
(2) Sarung tangan 
biayanya dihitung 
berdasarkan harga 
pasar setempat 
dengan masa 
pakai 2 (dua) 
bulan 
habis,dengan 
rumusan: 
(3) Masker biayanya 
dihitung 
berdasarkan harga 
pasar setempat 
dengan masa 
pakai 3 (tiga) 
bulan, dengan 
rumusan: 
Harga satuan
3 bulan x 21 gilir kerja/bulan
 
b) Pendidikan dan 
pelatihan (diklat 
tenaga kerja bongkar 
muat), biayanya 
dihitung berdasarkan 
rencana jumlah tenaga 
kerja bongkar muat 
yang akan dididik 
dalam waktu 1 (satu) 
tahun, dengan 
rumusan: 
7 x W
12 bulan x 21 gilir kerja/bulan
 
c) Tunjangan hari raya 
diberikan pada 
waktu Hari Raya 
Idul Fitri, Hari Natal, 
atau hari raya besar 
lainya tergantung 
keyakinan   Tenaga   
Kerja   Bongkar   
Muat dengan 
rumusan: 
10 x W
12 bulan x 21 gilir kerja/bulan
 
d) Tunjangan perumahan 
ditetapkan: 
3 x W
12 bulan x 21 gilir kerja/bulan
 
5) Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (I), 
meliputi: 
a) Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK), temasuk 
kecelakaan di luar  
jam  kerja,  biayanya  
dihitung  1,74  %  dari  
upah tenaga kerja 
bongkar muat, tidak 
termasuk tunjangan 
transport, makan dan 
beras; 
  
b) Jaminan Kematian 
(JK), biayanya 
dihitung sebesar0,30 
% dari upah tenaga 
kerja bongkar muat, 
tidak termasuk 
tunjangan 
transport,makan dan 
beras 
c) Jaminan Hari Tua 
(JHT), biayayanya 
dihitung sebesar 5,70  
%  dari  upah  tenaga  
kerja  bongkar  muat,  
tidak termasuk 
tunjangan transport, 
makan dan beras 
d) Jaminan pemeliharaan 
kesehatan   (JPK),   
biayanya dihitung 
sebesar 6 % dari upah 
tenaga kerja bongkar 
muat, tidak termasuk 
tunjangan transport, 
makan dan beras. 
6) Administrasi Koperasi 
Tenaga Kerja Bongkar 
Muat = K, terdiri dari 
administrasi operasional 
tenaga kerja bongkar 
muat dan 
penyelenggaraan 
kesejahteraan tenaga 
kerja bongkar muat di 
masing-masing, 
pelabuhan termasuk 
didalamnya biaya 
administrasiserikat    
pekerja Tenaga Kerja 
Bongkar Muat/Serikat 
Buruh Tenaga Kerja 
Bongkar Muat maksimal 
sebesar 1 % dengan 
perhitungan sebagai 
berikut: 
K = 7,5% (W + H +  I) 
7) Supervisi oleh PBM = S, 
terdiri dari stevedoring, 
quay supervisor, 
administrative 
supervisior, foreman, 
assistant foreman, cargo 
checker, mistry dan 
watchman, dengan rincian 
biaya  supervisi  masing-
masing  kegiatan  per 
gilir kerja  per derek 
serta gaji pengawas dapat 
dijelaskan dalam tabel 
berikut ini : 
TABEL 1 : Standar biaya kegiatan 
kerja di Pelabuhan Samarinda 
No Uraian 
Biaya/ Gilir 
Kerja 
Pangsa Biaya Supervisi *) 
Stevedoring Cargodoring Receiving/delivery 
1 Stevedoring 
Supervisor 
2,0x(W+H+I) 0,50 - - 
2 Quay 
Supervisor 
2,0x(W+H+I) - 0,50 - 
3 Administrative 
Supervisor 
1,75x(W 
+H+I) 
0,50 - 0,50 
4 Foreman 1,75x(W+H+I) 0,50 0,50 - 
5 Assistant 
Foreman 
1,50x(W+H+I) 0,50 0,50 0,50 
6 Ca go 
Checker 
1,50x(W+H+I) - 1,00 1,00 
7 Mistry 1,50x(W+H+I) 0,50 - 0,50 
8 Watchman 
(keamanan) 
1,50x(W+H+I) 0,50 0,50 0,50 
Sumber data Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007 
tentang pedoman dasar perhitungan 
tarif pelayanan jasa bongkar muat 
kapal  
*) Pangsa biaya supervisi 
diperhitungkan dari biaya/gilir 
kerja masing- masing supervisi 
 
8) Peralatan Bongkar Muat 
(M) 
Biaya dihitung 
berdasarkan harga alat-
  
alat dimasing-masing 
daerah  dengan  
berpedoman  pada  harga  
jual  agen  tunggal atau 
harga pasar setempat 
a) Bongkar Muat Tanpa 
Alat Mekanik dapat 
dirincikan dalam tabel 
berikut ini 
TABEL 2 :Stevedoring Tanpa Alat 
Mekanik 
N
o 
Alat-
alat 
Juml
ah 
Masa 
Penyusu
tan 
Pemaka
ian 
Jam 
Efektif 
Biaya 
1 
Ship 
Side 
Net 
1 280 hari 7 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
280)x
7) : 7 
2 
Rope 
Sling 
8 20 hari 3 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
20)x3
) : 7 
3 
Wire 
Sling 
6 93 hari 2 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
93)x2
) : 7 
4 
Rope 
Net 
6 35 hari 1 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
35)x1
) : 7 
5 
Wire 
Net 
6 350 hari 1 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
350)x
1) : 7 
6 
Sling 
hamb
at 
6 20 hari 3 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
20)x3
) : 7 
7 
Spea
der 
Set 
1 90 hari 7 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
90)x7
) : 7 
8 Segel 8 90 hari 7 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
: 
90)x7
) : 7 
9 
Littin
g 
Hook 
4 90 hari 7 
((Jml 
Alat 
x Hrg 
:90)x
7) : 7 
 
 
 
TABEL 3 : 
Cargodoring 
Alat
-alat 
Ju
mla
h 
Masa 
Peny
usuta
n 
Pema
kaian 
Jam 
Efekt
if 
Biaya 
Ger
oba
k 
Dor
ong 
8 
210 
hari 
7 
Jumlah Alat x Harga
210 Hari
X
7 Jam
7 Jam
 
TABEL 4 
:Receiving/Delive
ry 
Alat
-alat 
Ju
mla
h 
Masa 
Penyu
sutan 
Pema
kaian 
Jam 
Efekt
if 
Biaya 
Ger
oba
k 
Dor
ong 
4 
210 
hari 
7 
Jumlah Alat x Harga
210 Hari
X
7 Jam
7 Jam
 
b) Bongkar Muat 
Dengan Alat Mekanik 
dapat dirincikan 
dalam tabel  berikut 
ini : 
  
TABEL 5 
:Stevedoring 
Dengan Alat 
Mekanik 
N
o 
Alat-
alat 
Ju
ml
ah 
Masa 
Peny
usuta
n 
Pem
akaia
n 
Jam 
Efek
tif 
Biaya 
1 Ship 
Side 
Net 
1 280 
hari 
7 ((Jml Alat x 
Hrg : 280)x7)  
:7 2 
Rope 
Sling 
8 20 
hari 
3 ((Jml Alat x 
Hrg : 20)x3)    
:7 3 
Wire 
Sling 
6 93 
hari 
2 ((Jml Alat x 
Hrg : 93)x2)    
:7 4 
Rope 
Net 
6 35 
hari 
1 ((Jml Alat x 
Hrg : 35)x1)   
:7 5 
Wire 
Net 
6 350 
hari 
1 ((Jml Alat x 
Hrg : 350)x1)  
:7 6 
Sling 
Hamb
at 
1 20 
hari 
3 ((Jml Alat x 
Hrg : 20)x3)    
:7 7 Segel 8 
90 
hari 
7 ((Jml Alat x 
Hrg : 90)x7)    
:7 
8 Littin
g 
Hook 
4 90 
hari 
7 ((Jml Alat x 
Hrg : 90)x7)    
:7 9 
Forkli
ft (5 
ton) 
1 
(25x1
2x8)
=240
0 
7 
((Jml Alat x 
Hrg : 
2400)x7):7 
1
0 
Runni
ng 
Cost 
Forkli
ft 
1 - 7 
At 
Cost/Kesepak
atan 
TABEL 6 : 
Cargodoring 
N
o 
Alat-
alat 
Jum
lah 
Masa 
Penyu
sutan 
Pema
kaian 
Jam 
Efekti
f 
Biaya 
1 
Pall
et 
8 30 hari 7 
((Jml Alat 
x Hrg : 
30)x7)    
:7 
2 For
klift 
(2,5 
ton) 
1 
2400 
hari 
7 
((Jml Alat 
x Hrg : 
2400)x7):
7 
3 For
klift 
(5 
ton) 
1 
2400 
hari 
7 
((Jml Alat 
x Hrg : 
2400)x7):
7 
4 For
klift 
(10 
ton) 
1 
2400 
hari 
7 
((Jml Alat 
x Hrg : 
2400)x7):
7 
5 Run 3 - 7 At 
ning 
Cost 
For
klift 
Cost/Kese
pakatan 
TABEL 7 : 
Receiving/ 
Delivery 
N
o 
Alat-
alat 
Jum
lah 
Masa 
Penyu
sutan 
Pemak
aian 
Jam 
Efekti
f 
Biaya 
1 
Palle
t 
8 30 hari 7 
((Jml Alat 
x Hrg : 
30)x7)    :7 
2 
Fork
lift 
(2,5 
ton) 
1 
2400 
hari 
7 
((Jml Alat 
x Hrg : 
2400)x7):7 
3 
Fork
lift 
(5 
ton) 
1 
2400 
hari 
7 
((Jml Alat 
x Hrg : 
2400)x7):7 
4 
Run
ning 
Cost 
Fork
lift 
2 - 7 
At 
Cost/Kese
pakatan 
9) Administrasi   Perusahaan   
Bongkar   Muat   (PBM)   
(A), merupakan biaya 
personil kantor, peralatan 
kantor,pemasaran dan 
keperluan kantor lainnya 
(gedung, telepon, listrik, 
dan air), dengan rumusan: 
A = 45 % x (S + M) 
10) Produktivitas   kerja   
bongkar   muat   per   
gilir   kerja   per 
gang/derek kapal dihitung 
berdasarkan produktivitas 
per jam (ton/gang/jam) 
kali jumlah jam kerja 
efektif dalam satu gilir 
kerja dengan rumusan 
  
produktivitas/jam, 
sebagai berikut: 
Minimal berat barang 
yang dibongkar muat … … … … …
1 𝐽𝐴𝑚
𝑋jumlah jam efektif 
4. Perhitungan tambahan 
biaya pelayanan jasa 
bongkar muat dari dan ke 
kapal di pelabuhan 
a. Perhitungan upah lembur 
sesuai dengan ketetapan 
Kementerian 
Ketenagakerjaan dengan 
rumusan: 
1) Upah Satu Jam 
adalah: 
21 x W
168
 
2) Upah lembur per jam 
pada hari biasa: 
a) Lembur Satu Jam 
pertama: 
1,5 x Upah Satu 
Jam 
b) Lembur jam 
kedua dan 
seterusnya: 
2 x Upah Satu 
Jam 
3) Upah lembur perjam 
pada hari 
Minggu/Libur Resmi :  
Jam kedelapan : 3 x Upah Satu Jam  
Jam kesembilan dan 
sepuluh : 4 x Upah Satu Jam 
b. Upah  kerja  harian  pada  
hari  Minggu/Libur  
Resmi  pergilir kerja 
dengan rumusan: 
7 x (2 x Upah Satu Jam) 
c. Upah kelebihan prestasi 
kerja dengan rumusan: 
(prestasi yang dicapai −  prestasi dasar)
prestasi dasar
X upah 
/ gilir kerja 
d. Perhitungan biaya 
tambahan pelayanan jasa 
bongkar muat dari dan ke 
kapal di pelabuhan dapat 
dijelaskan dalam tabel 
berikut: 
TABEL 8 : Kegiatan Bongkar 
Muat 
  
Keterangan : Sumber Data, 
keputusan Menteri Perhubungan 
Nmor 35 tahun 2007 tentang 
Pedoman dasar perhitungan tarif 
pelayanan jasa bongkar muat  
α%: Nilai yang  disepakati antara  
Asosiasi Perusahaan 
Bongkar Muat (APBMI) 
dan Asosiasi Pengguna 
Jasa Bongkar Muat. 
 
Berdasarkan hasil 
penelitian diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa Penetapan 
tarif bongkar muat barang dari 
dan ke kapal di pelabuhan 
berpedoman pada pedoman dasar 
perhitungan tarif bongkar muat 
barang di pelabuhan sebagaimana 
dimaksud dengan cara : 
1. Menghitung biaya bagian 
tenaga kerja bongkar muat 
yang dilakukan bersama-
sama oleh perusahaan 
bongkar muat dengan 
koperasi tenaga kerja bongkar 
muat beserta serikat pekerja 
TKBM. 
2. Hasil perhitungan biaya 
bagian tenaga kerrja bongkar 
muat tersebut pada huruf a 
ditambah dengan perhitungan 
biaya bagian perusahaan 
bongkar muat, maka 
penyedia jasa dan pengguna 
jasa bongkar muat 
menetapkan besaran tarif jasa 
pelayanan bongkar muat 
barang dari dan ke kapal di 
pelabuhan berdasarkan 
kesepakatan. 
B. Sistem Pengupahan Tenaga 
Bongkar Muat di Pelabuhan 
Samarinda 
Secara umum Upah 
adalah pembayaran yang diterima 
tenaga kerja selama melakukan 
pekerjaannya. Dan upah 
merupakan komponen penting 
dalam suatu hubungan kerja, 
sebab motivasi utama seseorang 
No Kegiatan bongkar muat 
Biaya 
Tambahan 
1 Bongkar muat barang 
berbahaya 
 
a. Barang sangat 
berbahaya 
T + 100% 
b. Barang berbahaya T + 50% 
c. Barang beracun T + 20% 
2 Bongkar muat barang 
memerlukan 
penanganan khusus 
dan bernilai tinggi 
T +   % 
3 Bongkar muat barang 
yang tidak termasuk 
dalam kegiatan 
stevedoring, 
cargodoring dan 
receiving/delivery 
T +   % 
4. Kegiatan lainnya  
a.cargodoring yang 
jaraknya lebih dari 130 
meter  dari  titik  
tempat  bongkar  muat 
longdistance) 
T +  % 
b.pekerjaan bongkar 
muat melalui   
angkutan bandar (rede 
transport) 
T +   % 
c.perpindahan barang 
dari gudang/lapangan 
penumpukan yang satu 
ke gudang/lapangan 
penumpukan  yang  
lain (overbreingen) 
T + a  % 
  
yang melakukan pekerjaan 
adalah untuk menerima imbalan 
atau upah,. Oleh karena itu, 
untuk melindungi upah buruh 
pemerintah melalui Peraturan 
Menteri tenaga Kerja Nomor Per-
01/Men/1999 Tentang Upah 
Minimum seperti yang tertera 
dalam Pasal 13 dengan tegas 
menyatakan bahwa “perusahaan 
dilarang membayar upah lebih 
rendah dari upah minimum”. 
Pada hakikatnya, 
kontruksi hukum mengenai 
system pengupahan telah 
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 
28D ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi 
“Setiap Orang berhak untuk 
bekerja serta mendapatkan 
imbalan dan perlakuan yang adil 
dan layak dalam hubungan 
kerja”. Prinsip hukum tersebut, 
selanjutnya dijabarkan dalam 
ketentuan Pasal 88 ayat (1), (2), 
(3) huruf a, dan (4) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan yang 
secara tegas menyatakan sebagai 
berikut : 
1. Setiap pekerja/buruh 
berhak memperoleh 
penghasilan yang 
memenuhi 
penghidupan yang 
layak bagi 
kemanusiaan. 
2. Untuk mewujukan 
penghasilan yang 
memenuhi 
penghidupan yang 
layak bagi 
kemanusiaan 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1), Pemerintah 
menetapkan 
kebijakan 
pengupahan yang 
melindungi 
pekerja/buruh. 
3. Kebijakan 
pengupahan yang 
melindungi 
pekerja/buruh 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(2) meliputi Upah 
minimum; 
4. Pemerintah 
menetapakan upah 
minimum 
sebagaimana ayat 
dimaksud dalam ayat 
(3) huruf a 
berdasarkan 
kebutuhan hidup 
layak dan dengan 
pertumbuhan 
ekonomi.” 
 
Selanjutnya dari 
penjelasan ketentuan Pasal 88 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan tersebut di atas 
maka dapat diketahui bahwa 
penghasilan yang memenuhi 
penghidupan layak adalah jumlah 
penerimaan atau pendapatan 
pekerja dari hasil pekerjaannya 
harus mampu untuk  memenuhi 
kebutuhan hiduppekerja dan 
keluarga secara wajar, meliputi 
makanan, minuman, sandang, 
perumahan dan Pendidikan, 
kesehatan, rekreasi, serta jaminan 
hari tua. Rumusan tersebut 
mempunyai makna bahwa 
penghasilan pekerja/buruh dari 
kegiatan bekerja dengan pada 
suatu perusahaan berhak 
  
mendapat imbalan yang 
memenuhi kehidupan secara 
layak. Imbalan yang 
dikonotasikan sebagai upah 
tersebut, yang dalam upayanya 
agar mewujudkan penghasilan 
yang memenuhi kebutuhan hidup 
secara layak maka harus sesuai 
dengan standar upah minimum, 
baik upah minimum Provinsi 
atau Kabupataen/Kota maupun 
upah minimum yang berdasarkan 
sektor pada suatu Wilayah 
Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
Hal itu sebagaimana yang telah 
ditegaskan dalam Pasal 89 
Undang-UndangNomor 13 
Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang berbunyi 
sebagai berikut : 
1. Upah minimum  
sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
88 ayat (3) huruf a 
terdiri atas 
a. Upah minimum 
berdasarkan 
wilayah Provinsi 
atau 
Kabupaten/Kota 
b. Upah minimum 
berdasarkan 
sektor pada 
wilayah Provinsi 
ataub 
Kabupaten/Kota 
2. Upah minimum 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) diarahkan kepada 
pencapaian kebutuhan 
hidup layak  
3. Upah minimum 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) ditetapkan oleh 
Gubernur dengan 
memperhatikan 
rekomendasi dari 
Dewan PEngupahan 
Provinsi dan/atau 
Bupati/Walikota 
4. Komponen serta 
pelaksanaan tahapan 
pencapaian kebutuhan 
hidup layak 
sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(2) diatur dengan 
Keputusan Menteri 
 
Berdasarkan ketentuan 
diatas Pemerintah telah dengan 
tegas menyatakan bahwa setiap 
penetapan upah minimum harus 
disesuaikan dengan pencapaian 
kebutuhan hidup layak yang 
berdasarkan padfa besaran 
komponen dan tahapan 
pelaksanna yang ditetapkan oleh 
Menteri, maka atas dasar tersebut 
serta sebagai wujud pwlaksanaan 
dari Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat 
(4) di atas, maka diterbitkanlah 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 13 tahun 2013 
tentang komponen dan 
pelaksanaan terhadap pencapaian 
kebutuhan hidup layak. 
Berdasarkan 
Permenakertrans Nomor 13 tahun 
2013 tentangn Komponen dan 
pelaksanaan terhadap pencapaian 
kebutuhan hidup layak tersebut 
pada intinya bermuatan materi 
tentang hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa kebutuhsn 
hidup layak (KHL) 
merupakan standar 
  
kebutuhan yang harus 
dipenuhi pekerja 
lajang untuk dapat 
hidup layak secara 
fisik, nonfisik, 
maupun sosial selama 
kebutuhan satu bulan. 
2. Bahwa kebutuhan 
hidup layak (KHL) 
merupakan dasar 
penetapan dalam upah 
minimum, baik upah 
minimum Provinsi 
maupun Upah 
minimum 
Kabupaten/Kota  
3. Bahwa besaran nilai 
kebutuhan hidup 
layak (KHL) 
ditentukan 
berdasarkan hasil 
survei yang dilakukan 
oleh Dewan 
PEngupahan Provinsi 
atau Dewan 
Pengupahan 
Kabupaten/Kota pada 
komponen kebutuhan 
hidup layak (KHL) 
yang telah ditetapkan 
Menteri Tenaga kerja 
dan Transmigrasi, dan 
dari nilai hasil survei 
tersebut akan menjadi 
salah satu bahan 
pertimbangan dalam 
penetapan upah 
minimum oleh 
Gubernur.  
 
Berdasarkan uraian di 
atas dapat diketahui bahwa dalam 
prosese besaran upah minimum 
baik upah minimum Provisni 
maupun Kabupaten/Kota sudah 
berdasarkan kajian yang 
mendalam, sehingga dalam 
penerapannya dapat mewujudkan 
penghasilan yang memenuhi 
kebutuhan hidup layak 
kemanusiaan sebagaimana yang 
dijamin dalam Pasal 88 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang berbunyi sebagai berikut, 
bahwa : “setiap pekerja/buruh 
berhak memperoleh penghasilan 
yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan.” 
Upah merupakan 
komponen yang utama dalam 
suatu hubungan kerja, sebab 
suatu hubungan kerja tidak dapat 
berjalan dengan baik dan lancar 
apabila upah yang diterima oleh 
pekerja/bururh tidak berdasarkan 
standar upah minimum seperti 
yang ditetapkan oleh pemerintah, 
yang pada prinsipnya berarti 
penghasilan yang diterima oleh 
pekerja/buruh tidak dapat 
memenuhi kebutuhan hidup 
layak manusia. Oleh sebab itu 
dalam upayanya melindungi 
sistem pengupahan pada 
pekerja/buruh agar 
pelaksanaannya memenuhi 
kebutuhan hidup layak maka 
pemerintah dengan tegas 
mewajibkan setiap pengusaha 
memberikan upah yang 
memenuhi upah minimum 
Provinsi (UMP) maupun Upah 
minimum Kabupaten/Kota 
(UMK), hal tersebut 
sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 13 Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor Per-
01/Men/1999 tentang upah 
minimum yangv menyatakan 
bahwa “perusahaan dilarang 
  
membayar upah lebih rendah dari 
upah minimum.” 
Berkaitan dengan 
ketentuan tersebut telah dengan 
tegas memberikan pedoman 
bahwa penetapan sistem 
pengupahan tenaga kerja harus 
memenuhi besaran upah 
minimum dan berlaku bagi 
semua perusahaan dalam 
memberikan upah terhadap 
tenaga kerja yang dimiikinya 
secara khusus pengupahan 
terhadap tenaga kerja bongkar 
muat. Berdasarkna data yang 
diperoleh dari penelitian di 
lapangan, diketahui  bahwa 
pemberian upah terhadap tenaga 
kerja bongkar muat. 
Berdasarkan uraian di 
atas penulis menyimpulkan 
bahwa pelaksaan sistem 
pengupahan tenaga kerja bongkar 
muat dalam kenyataannya di 
Pelabuhan Samarinda  tidak 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, apabila terjadi 
perselisihan antara pengusaha 
dengan pekerja/buruh  maka 
dapat dilakukan musyawarah 
untuk mufakat. Dalam 
penyelesaian sengketa tersebut 
dapat ditempuh secara 
musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai maka pengusaha dan 
pekerja/buruh atau Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh dapat 
menyelesaikan perselisishan 
hubungan industrial melalui 
prosedur penyelesaian sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 
2 tahun 2004 tentang 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. Sehingga 
hal tersebut melanggar Pasal 90 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 
13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang 
menyatakan bahwa pengusaha 
dilarang membayar upah lebih 
rendah dari Upah minimum, 
maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 185 Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dikenakan 
sanksi pidana penjara paling 
singkat satu tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp. 
100.000.000,00 dan paling 
banyak Rp. 500.000.000,00. 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Sistem Tarif bongkar muat di 
pelabuhan yang diatur dengan 
Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 35 
Tahun 2007 yaitu Besarnya 
tarif pelayanan jasa bongkar 
muat dari dan ke kapal 
ditetapkan atas dasar 
kesepakatan bersama antara 
penyediaan jasa bongkar 
muat dan pengguna jasa 
bongkar muat yang dihitung 
berdasarkan pedoman dasar 
perhitungan tarif bongkar 
muat yang dihitung 
berdasarkan pedoman dasar 
perhitungan tarif bongkar 
muat barang dari dan ke 
kapal di pelabuhan dan  
Penetapan satuan ukuran 
berat atau isi dalam 
pengenaan tarif berdasarkan 
satuan ukuran dalam manifest 
atau realisasi bongkar muat. 
2. Sistem Pengupahan Tenga 
Kerja Bongklar Muat di 
Samarinda harus disesuaikan 
dengan kebutuhan hidup 
layak yang berdasarkan pada 
  
komponen dan tahapan 
pelaksanaan yang ditetapkan 
oleh Menteri, sehingga dapat 
terwujud pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 88 
ayat (1) bahwa : “setiap 
pekerja/buruh berhak 
memperoleh penghasilan 
yang memenuhi kebutuhan 
yang layak bagi 
kemanusiaan.” 
B. SARAN 
1. Pemerintah dan Pengurus 
Koperasi TKBM agar 
mendapatkan solusi untuk 
menempatkan buruh TKBM 
sesuai kebutuhan kegiatan 
perusahaan bongkar muat 
agar pendapatan buruh 
tersebut dalam sebulan dapat 
meningkat dua kali lipat.  
2. Pemerintah dalam hal ini 
Menteri Perhubungan dan 
jajarannya agar lebih 
memperhatikan kesejahteraan 
buruh TKBM karena 
perekonomian mereka masih 
tergolong miskin. 
Keterlambatan pembayaran 
upah buruh hendaklah tidak 
terjadi 
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